PEMERINTAH EABUPATEN MAJALENGEKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR *9 TAHUN 2H7
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK ) AL-MIZAN
DESA CIBORELANG KECAMATAN JATIWANG] KABUPATEN MAJALENGKA

* KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Memimbang - a. babwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak {TK) AL-MIZAN Desa
Ciborelang Kecamatan Jatwangi Habupaten Majalengka Nemor O5TH-
AMI2017 tanggal 23 Januar 2017 perhal Permohonan Perpanjangan Lzin
Operacional serla sural Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
Jatiwangi Nomor 421725-UPTD Pendidikan tanggal 31 Januar 2017 sera
berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan peninjauan lapangan oleh Tim
Verfikasi [zin Penyelenogaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas
Pendidikan H&pupalen Majalengka.

b. batmwwa bemdasarkan pada pertimbangan hurup a dan b sera sesual dengan
kelerduan Pasal 62 Undang-Undang Momor 20 Tahun 2002 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, dipandang pere diterbitkan izin  penyelengoaraan
Pendrdikan Anak Usia Dini (PALD] Taman Kanak-Kanak {TK] AL-MIZAN Dess
Chborelang Kecamatan Jafiwangi Kabupalen Majalengha yang ditelapkan
dengan Kepuiusan Kepala [Enas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingai ;1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negarma Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana ielah diubah dengan Undang-Undang
Momor 4 Tahun 1968 lentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Doaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Masional
(Lembaran MNegara Republk Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4301)

3 Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemenntahan Daerah
{Lembaran Negora Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah
beberapa kafi terakhir dengan Undang-Undang Momor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 ientang
Hemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar
58, Tambahan Lembaran Megaa Republik Indonesia Nomor 5673)
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Peraturan Pemerintah MNomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Masional
Pendidikan ({lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor
41,Tambahan lembaran Megara Renublk  Indonesia  Momor  4408)
sebagaimana telah diubah beberapa kali lerakhir dengan Peraturan Pemeriniah
Momor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ates Peraturan. Pemerinizh
Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambshan Lembaran Negam
Renubiik Indonesia Momaor 5670);

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemeriniah anlara Pemerntah, Pemerintah Daersh Provinsi dan Pemeriniah
KabupatenMola (Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun 2007
MNomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe A7370;

Peraturan Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 Tenlang Ovganisasi Perangkal
Omerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4750);

Peraturan Pemerntah Momor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Momor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomaor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tenlang Pengelolaan  dan
Penyslenggarsan Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105}
sebagaimana lelah diuvbah dengan Peraturan Pemesintah Momor 668 Tahun
A0 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Momor 17 Tahun 2010
tenlang Pengelolaan dan Penyetenggaraan Pendidikan (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2010 Momor 112, Tambahan Lembaran Negaa
Republik Indonesia Nomors 5157):

Peraluran Menten Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2008 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menlen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 Tenlang Pendirian Satuan Pendidikan Monformal (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomaor 877); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menleri Pendidikan dan Kebudayaan Repubfik Indonesia Momor B4
Tahun AM4 fentang Pendifan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berta
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1275)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Momor 2 Tahun 2008 Tentang
Unsan  Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Dsergh
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daersh
Nomar 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Organisasi Perangkat Daersh Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana lelah diubah
dengan Persturan [laerah Kabupaten Majalengka MNomor § Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 200€ Tenlang
Owganizasi Perangkat Daersh Kabupaten Majdlengka (Lembaran Daersh
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Momar B).



MEMUTUSKAN

KESATU - Memberkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini {PAULY Taman
Kanak-Kanak (TK )} AL-MIZAN Desa Ciborelang Kecamatan Jaliwangi Kabupaten
Majalengka dengan ketentuan sabagai berikul ©

1. Mentaati Peraturan Perondang-Undangan yang berfaku;

2 Datam hal melaksanakan prosas Kegiatan Belajar Mengajar dan Kunkulum yang
digunakan mengikuti peturjuk dan aturan yang berlaku.

1. Penyelenggara  berkewajiban  menyampaikan  laporan lertulis  mengenal
perkembangan lembaga sefiap bulan kepada Kepala [hnas Pendidikan
Kabupaten Majalengka;

‘4 Segala fasilitas dan kelengkapan yang mienjadi ‘ syaratfkelancaran berdirinya
Lembaga Pendidkan Ansk Usian Dini (PAUD) termaksud Tenaga Pendidi
menjadi langgungjawab YayasanPenyelenogar,

HEDUA - Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bedaku selama mementsh
ketentuan dan dievaluasi seliap tahun, apabla ferfodi pelanggaran terhadap
ketentuan-kotentuan  pelaksanasn penyelengaraan Taman  Kanak-Kanak (TK)
lecsebul, maka izin penyslenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ini akan dicabul.

KETIGA - Dengan berakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka Nomor 138 TAHUM 2014 tanggal 24 Aprl 2014 dicabut dan
dinyatakar tidak beriaki.

KEEMPAT : Keputsan ini beraku sejak langgal dilstapkan dengan kelentuan apabila
dikemudian hani terdapat kekelinan dan atau kesslshan didalamnya akan diadakan
nerbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal |7 Teletion 20174

Tembusan :

1. Yih. Bupati Majalengka;

2. Yih. Direktur Pembinaan PAUD Ditien PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3 Y. Kepala Dinas Pendidikan Provins! Jawa Baral di Bandung;

4. Yih. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatwangi.



